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Abstract. Education is an investment for the creation of quality Human Resources (HR). 

Through education, one can easily increase one's potential so that one can improve one's 

life in a better direction. Various efforts have been made by the Government to improve 

the quality and equity of education. One of the efforts is by holding a 12-year compulsory 

education program. The policy of the 12 year compulsory education program is expected 

to be able to succeed and improve the quality of human life. Writing this article using 

descriptive method and literature study. This research states that the 12-year compulsory 

education program in Indonesia has not run optimally. There are still areas that have not 

been able to implement the 12-year compulsory education program. As in Bogor district, 

which has not maximized the 12-year compulsory education program due to conditions 

that do not support access to education. Even so, the government continues to strive for 

this program to be realized properly. The government is trying to make strategies or steps 

that are expected to anticipate problems in education in Indonesia. This is evidenced by 

the success of the 12-year compulsory education program in Lampung, namely the large 

number of Lampung people who have successfully carried out education for 12 years, the 

large number of schools built in the city and in the interior as well as the participation of 

the Lampung people who support the implementation of this program.. 
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Abstrak. Pendidikan adalah suatu investasi bagi terciptanya Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang bermutu dan berkualitas. Melalui pendidikan, seseorang dapat dengan 

mudah meningkatkan potensi diri sehingga dapat memperbaiki kehidupannya kearah 

yang lebih baik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki 

kualitas dan memeratakan pendidikan. Salah satu upayanya yaitu dengan diadakannya 

program wajib belajar 12 tahun. Kebijakan program wajib belajar 12 tahun diharapkan 

mampu mensukseskan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Penulisan artikel ini 

menggunakan metode deskriptif dan studi literature. Dalam penelitian inimenyebutkan 
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bahwa program wajib belajar 12 tahun di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. 

Masih ada daerah-daerah yang belum bisa menjalankan program wajib belajar 12 tahun 

ini. Seperti di kabupaten Bogor yang belum memaksimalkan program wajib belajar 12 

tahun dikarenakan kondisi akses pendidikan yang tidak mendukung. Meskipun demikian, 

pemerintah tidak henti-hentinya mengupayakan agar program ini dapat terealisasi dengan 

baik. Pemerintah mengupayakan dengan membuat strategi atau langkah yang diharapkan 

dapat mengantisipasi masalah pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan 

berhasilnya program wajib belajar 12 tahun di Lampung yakni banyaknya masyarakat 

Lampung yang berhasil melaksanakan pendidikan selama 12 tahun, banyaknya sekolah-

sekolah yang dibangun di kota maupun di pedalaman serta partisipasi masyarakat 

Lampung yang mendukung terlaksananya program ini. 

 

Kata kunci: Pendidikan, Program Wajib Belajar, Pemerintah. 

 

 

 

LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan sebuah usaha untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi. 

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003, menjelaskan bahwa pendidikan adalah 

usaha secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran  agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengembangkan potensi 

dirinya sehingga nantinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Pendidikan yang baik dan 

bermutu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas individu di seluruh dunia. 

Seperti yang kita ketahui sekarang ini, setiap negara berlomba-lomba untuk 

merencanakan pendidikan yang setinggi-tingginya bagi setiap warga negaranya. Melalui 

pendidikan yang bermutu, maka sebuah negara akan melahirkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas. 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara tegas 

menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang dapat dilakukan dengan cara melalui pendidikan. Dalam Pasal 31 Ayat (3) 

UUD NRI menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak”, jadi disini dapat kita ketahui bahwa ada upaya dan peran 

pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. 

Upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas di 

Indonesia dapat kita lihat dari dikeluarkannya berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah adalah dikeluarkannya sebuah program wajib belajar. Dalam 

peraturan pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun yang 



 
201 
 
 
 
 

Kebijakan PendidikanImplementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun 

 

merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional No 20 Tahun 

2003.  

Pada tahun 2013, pemerintah pusat telah mengeluarkan program wajib belajar 12 

tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal sebagai 

lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Adanya program lanjutan ini dimaksudkan 

untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus 

untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045. Namun pada kenyataannya, 

masih sering kita jumpai anak-anak yang putus sekolahnya sehingga ini membuktikan 

bahwa pendidikan di Indonesia masih belum  merata dan program tersebut belum 

sepenuhnya behasil.  

Pemerintah perlu membuat strategi yang baik sehingga memberikan kemudahan 

layanan dan menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas bagi 

warga  negaranya.  

 

KAJIAN TEORITIS 

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan 

memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan 

memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa 

dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan studi literatur, serta teknik 

pengumpulan data dengan mengambil studi terdahulu dari 10 jurnal nasional yang 

berkaitan dengan topik pembahasan penulis yakni implementasi program wajib belajar 

12 tahun.  

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam 

bentuk deskriptif. Penulis berusaha mendeskripsikan tentang fenomena analisis kebijakan 

pendidikan dengan tujuan dan sasaran visi-misi yang diprogramkan pemerintah dapat 

tercapai.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penulisan artikel ini didapatkan dengan menganalisis isi dari 10 (sepuluh) 

jurnal nasional yang berkaitan dengan topik penulis yakni implementasi program wajib 

belajar 12 tahun.  

Program yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya sangat bagus jika terlaksana 

dengan baik. Program wajib belajar 12 tahun ini dimaksudkan agar generasi bangsa 

sekurang-kurangnya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga menghasilkan 

generasi-generasi yang bermutu dan berkualitas. Namun pada kenyataannya program ini 

masih belum berjalan maksimal. Seperti yang sudah penulis bahas di pendahuluan bahwa 

masih ada anak yang putus pendidikannya. 

Dari sumber yang penulis dapatkan, putusnya pendidikan anak ditengah jalan 

umumnya terjadi di daerah perdesaan walaupun tidak menutup kemungkinan di daerah 

perkotaan juga terjadi fenomena tersebut. Faktor penyebab anak putus sekolah yaitu: 

1. Faktor Keluarga 

Lingkungan keluarga menjadi faktor penyebab anak putus sekolah karena keluarga 

merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Rendahnya 

pengetahuan orang tua dan latar belakang pendidikan yang rendah menjadikan anak 

kurang memiliki cita-cita yang tinggi. Biasanya keluarga yang berlatar belakang 

seorang petani atau pedagang mewariskan pekerjaannya kepada anak-anaknya. 

2. Faktor Ekonomi 

Keadaan ekonomi yang rendah juga menjadi faktor penyebab putusnya pendidikan 

anak. Tidak jarang juga kita jumpai bahwa orang tua dengan ekonomi yang sederhana 

tetap mendukung anaknya untuk terus berpendidikan, namun anak yang enggan 

melanjutkan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa motivasi anak untuk belajar juga 

kurang sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan motivasi anak.  

3. Keterbatasan Akses Menuju Ke Sekolah 

Sulitnya akses jalan dari rumah kesekolah menjadi masalah yang serius yang dapat 

menjadi faktor penghambat putusnya sekolah anak. Hal ini biasa terjadi di daerah 

terpelosok atau terpencil yang sarana prasarana jalan masih tanah dan jika musim 

hujan tiba, jalan tersebut susah untuk diakses. Jarak sekolah yang jauh dan tidak 

adanya transportasi umum yang mendukung memicu anak untuk malas bersekolah.  
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4. Minimnya Fasilitas Pendidikan di Suatu Daerah 

Pemerintah telah berupaya memeratakan pendidikan di Indonesia. Namun untuk 

program wajib belajar 12 tahun di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) 

belum bisa berjalan secara maksimal yang ditandai dengan tingginya angka putus 

sekolah, khususnya dari tingkat SMP menuju SMA. 

Faktor-faktor tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa jika tidak 

ditanggulangi. Pemerintah perlu melakukan strategi atau langkah-langkah untuk 

menunjang keberhasilan program tersebut dan pemerataan pendidikan di derah 3T, 

seperti: 

a. Pembangunan Fasilitas Sekolah 

Untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun bisa dengan memperluas dan 

menambah ruangan kelas di sekolah sehingga daya tampung peserta didik dapat 

meningkat. Untuk wilayah 3T, pemerintah bisa menanggulangi kendala-kendala yang 

telah disebutkan diatas dengan mendirikan sebuah asrama sehingga diharapkan dapat 

mengurangi angka anak yang putus sekolah. 

b. Beasiswa Pendidikan 

Dengan diberikannya beasiswa dan pendidikan gratis, maka diharapkan mampu 

emberikan kemudahan kepada peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya. 

c. Perbaikan Akses Pendidikan 

Terkhusus untuk wilayah 3T, program wajib belajar 12 tahun bisa diimplementasikan 

dengan diadakannya guru keliling, perpustakaan keliling, sekolah kecil, dan lain 

sebagainya yang bisa menunjang keberhasilan program wajib belajar 12 tahun 

tersebut. Atau dapat juga dilakukan dengan menyediakan rumah dan kendaraan pintar 

yang menjadi sarana tempat belajar peserta didik. 

d. Sosialisasi Pendidikan 

Strategi atau langkah yang terakhir adalah dengan mengadakan sosialisasi 

pendidikan. Untuk mendorong program wajib belajar 12 tahun dapat dilakukan 

dengan menjalin kerjasana antara pemerintah daerah, tokoh agama maupun tokoh 

masyarakat yang dapat terus menerus mensosialisasikan pentingnya pendidikan 

kepada orang tua. Melalui strategi ini diharapkan para orang tua dapat memiliki 

kesadaran dan kepedulian akan pentingnya pendidikan. 
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Program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah ini wajib diimplementasikan. 

Program ini berfungsi memperluas dan memeratakan kesempatan memperoleh 

pendidikan  yang bermutu bagi warganya. Selain itu, program ini juga berfungsi untuk 

mengembangkan potensi diri agar dapat hidup secara mandiri dilingkungan masyarakat 

dan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi sehingga memperoleh kehidupan yang lebih 

layak. 

Berdasarkan hasil penelitian Yuliwati dalam jurnalnya yang berjudul “Wajib 

belajar 12 tahun dalam realita di wilayah kabupaten Bogor”, disebutkan bahwa kondisi 

akses pendidikan di wilayah kabupaten Bogor sangat tidak mendukung penerapan 

program wajib belajar 12 tahun. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan otonomi 

daerah. Selain itu, jumlah siswa yang tidak sesuai dengan jumlah sekolah yang ada dalam 

satu kecamatan tersebut membuat akses pendidikan menjadi makin sulit, adanya budaya 

yang mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik seperti dilarang menggunakan 

teknologi atau internet yang pada akhirnya juga meningkatkan angka putus sekolah 

sehingga implementasi dari program wajib belajar 12 tahun  tersebut tidak tercapai. 

Program-program yang dibuat dan dikembangkan oleh pemerintah daerah 

kabupaten Bogor tidak tepat sasaran, seperti beasiswa pancakarsa hanya yang 

diperuntukkan bagi pemuda yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih 

tinggi (perguruan tinggi) sedangkan untuk kebutuhan wajib belajar 12 tahun  belum 

maksimal.  

Keberhasilan dalam implementasi program wajib belajar 12 tahun bukan hanya 

tanggung jawab dari pemerintah saja melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Jika 

pemerintah dan masyarakat bekerja sama maka akan tercapai tujuan dari program 

tersebut. 

Berbeda dengan penelitian Yuliwati, di Lampung program wajib belajar 12 tahun 

sudah diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Bashori dan Septi Gia Aprima 

dalam jurnalnya yang berjudul “ Analisis kebijakan program wajib belajar 12 tahun di 

provinsi Lampung”. Program wajib belajar 12 tahun di Lampung diimplementasikan 

dengan unsur mutlak yang harus  ada, yaitu: 
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Pertama, unsur pelaksana yaitu organisasi atau perorangan bertanggung jawab 

dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari implementasi program tersebut. 

Implementasi wajib belajar 12 tahun di Lampung merupakan tanggung jawab  dinas kota 

lampung dan satuan pendidikannya.  Dinas pendidikan bertugas mengontrol sekolah-

sekolah yang ada di Lampung, menyiapkan atau menyediakan anggaran satuan 

pendidikan dan memfasilitasi satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana hingga 

tenaga pendidik yang dibutuhkan di sekolah.  

Kedua, adanya program yang dilakukan. Kebijakan tidak akan ada artinya jika tidak 

ada tindakan nyata. Salah satu program yang dilakukan adalah program wajib belajar 12 

tahun yakni membebaskan biaya pendaftaran dan SPP serta pungutan-pungutan lainnya.  

Ketiga, kelompok sasaran yakni  sekelompok orang atau organisasi yang menerima 

barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya dalam kebijakan. Sasaran wajib 

belajar 12 tahun adalah masyarakat yang usia 7-18 tahun. Sedangkan anak yang usianya 

sudah melebihi batas usia sekolah dapat mengikuti program paket A, B, dan C yang 

dilaksanakan oleh dinas pendidikan.  

Implementasi program wajib belajar 12 tahun di Lampung ternyata memiliki suatu 

kendala yaitu belum tercukupinya jumlah guru terutama pada daerah terpelosok. Selain 

karena kurangnya guru, minimnya anggaran pendidikan juga menjadi salah satu pemicu 

terhambatnya program ini. Kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh 

kurangnya anggaran pendidikan. Keterbatasan dana akan berpengaruh terhadap 

pelayanan pendidikan seperti masih kurangnya sarana dan parasarana bagi sekolah. 

Kendala lain dari pengimplementasian program wajib belajar 12 tahun adalah 

sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi maka sekolah wajib menerima peserta didik 

di wilayah sekolah, akan tetapi di Lampung belum sepenuhnya menerapkan kebijakan 

tersebut karena jumlah sekolah masih belum merata. Sistem ini belum diterapkan 

sepenuhnya karena keterbatasan daya tampung sekolah yang ada sehingga peserta didik 

boleh mendaftar di luar wilayah zonasi. 

Selain hal tersebut, hal yang tak kalah penting adalah kondisi sosial, status sosial 

orang tua dan pendidikan orang tua sangat mempengaruhi terhadap pendidikan anaknya. 

Sehingga ada beberapa anak yang putus sekolah disebabkan dengan kondisi sosial atau 

lingkungan yang dapat mempengaruhi. 
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Kendala-kendala yang telah dipaparkan diatas tidak menjadikan program ini tidak 

terlaksana dengan baik. Implementasi program wajib belajar 12 tahun di Lampung sudah 

hampir mencapai keberhasilan yang maksimal dengan didukung 95% masyarakat 

lampung yang berhasil mencapai pendidikan selama 12 tahun. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan banyaknya pembangunan sekolah-sekolah di kota maupun dipedalaman provinsi 

Lampung mulai dari SD,SMP, hingga SMA juga dari partisipasi dan semangat 

masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di bangku sekolah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik menjadi lebih aktif dalam 

mengembangkan potensi dirinya. Melalui pendidikan seseorang dapat merubah 

kehidupannya ke arah yang lebih baik. Di Era sekarang ini, negara berlomba-lomba 

untuk merencanakan pendidikan yang setinggi-tingginya bagi setiap warga negaranya. 

Melalui pendidikan, negara bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan bermutu. 

Ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pendidikan 

yang ada di Indonesia yaitu dengan membuat program wajib belajar 12 tahun atau 

sering juga disebut dengan program pendidikan menengah universal. Program ini 

merupakan program lanjutan dari wajib belajar 9 tahun. 

Program wajib belajar 12 tahun dimaksudkan agar generasi bangsa sekurang-

kurangnya tamatan sekolah menengah atas. Program ini juga dimaksudkan untuk 

menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk 

menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045. 

Pada kenyataannya program wajib belajar 12 tahun ini belum berjalan 

maksimal di daerah-daerah tertentu. Di kabupaten Bogor, kondisi akses pendidikan 

sangat tidak mendukung penerapan program tersebut karena adanya kebijakan 

otonomi daerah, jumlah siswa yang tidak sesuai dengan jumlah sekolah serta adanya 

budaya yang mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Selain itu beasiswa panca 

karsa hanya diperuntukkan bagi pemuda yang melanjutkan pendidikan di perguruan 

tinggi sedangkan untuk kebutuhan wajib belajar 12 tahun belum dimaksimalkan.  
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Lain halnya di Lampung, program wajib belajar 12 tahun sudah 

diimplementasikan dengan baik meskipun terdapat kendala-kendala yang 

menghambat pengimplementasian program tersebut. Kendala tersebut berupa belum 

tercukupinya jumlah guru, minimnya anggaran pendidikan serta adanya sistem zonasi 

dan kondisi sosial atau status sosial orang tua dan pendidikan orang tua peserta didik.  

Kendala tersebut bisa diatasi dengan baik dengan banyaknya masyarakat 

Lampung yang berhasil mencapai pendidikan selama 12 tahun serta banyaknya 

sekolah-sekolah yang dibangun di kota maupun di pedalaman provinsi dan partisipasi 

masyarakat untuk meningkatkan pendidikan anak-anaknya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis 

adalah upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan Indonesia yang 

berkualitas harus terealisasi dengan baik. 

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan 

pendidikan sehingga Pemerintah perlu membuat strategi yang baik sehingga 

memberikan kemudahan layanan dan menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 

tahun bagi warga negaranya. 
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